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Dokumen ini adalah milik DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seijin DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan untuk menetapkan tata cara cara proses penerbitan perijinan dan non perijinan tanpa cek lapangan.

2. RUANG LINGKUP
Prosedur ini mengatur tentang penerbitan perijinan dan non perijinan:

2.1. Perijinan
	NO.
	NAMA IJIN
	PERIJINAN

	
	
	JANJI LAYANAN (HARI)
	TANPA CEK LAPANGAN
	CEK LAPANGAN

	
	
	
	
	INTERNAL
	DENGAN OPD TEKNIS

	1
	Ijin Prinsip Penanaman Modal
	3
	v
	
	

	2
	Ijin Usaha Penanaman Modal
	3
	v
	
	

	3
	Ijin Apotek
	10
	
	
	v

	4
	Ijin Budidaya Pemeliharaan Ikan
	5
	v
	
	

	5
	Ijin Bursa Kerja Khusus
	10
	
	
	v

	6
	Ijin Gangguan (HO)
	12
	
	v
	

	7
	Ijin Lembaga Pelatihan Kerja
	12
	
	
	v

	8
	Ijin Lingkungan
	3
	v
	
	

	9
	Ijin Lokasi
	14
	
	v
	

	10
	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
	15
	
	v
	v

	11
	Ijin Mendirikan Bangunan Reklame (IMB-R)
	14
	v
	
	

	12
	Ijin Mendirikan Rumah Potong Hewan dan Unggas
	15
	
	
	v

	13
	Ijin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D
	5
	v
	
	

	14
	Ijin Operasional Pendidikan PAUD
	5
	v
	
	

	15
	Ijin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar
(SD)
	5
	v
	
	

	16
	Ijin Operasional Pendirian SMP
	5
	v
	
	

	17
	Ijin Operasional Puskesmas
	5
	v
	
	

	18
	Ijin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D
	5
	v
	
	

	19
	Ijin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
	5
	v
	
	

	20
	Ijin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan
	5
	v
	
	

	21
	Ijin Pembuangan Air Limbah
	5
	v
	
	

	22
	Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
	5
	v
	
	

	23
	Ijin Penyelenggaraan Optikal
	5
	v
	
	

	24
	Ijin Penyimpanan dan/atau Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota
	5
	v
	
	

	25
	Ijin Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
	5
	v
	
	

	26
	Ijin Toko Obat
	10
	
	
	v

	27
	Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah
	14
	
	
	v

	28
	Ijin Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) untuk Penyehat Tradisional
	5
	v
	
	

	29
	Ijin Toko Alat Kesehatan
	10
	
	
	v

	30
	Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB)
	5
	
	v
	

	31
	Ijin Usaha Depo Obat Hewan
	10
	
	
	v

	32
	Ijin Usaha Industri
	10
	
	v
	

	33
	Ijin Usaha Industri Depot Air Minum
	10
	
	v
	

	34
	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
	5
	v
	
	

	35
	Ijin Operasional Klinik
	5
	v
	
	

	36
	Ijin Mendirikan Klinik
	5
	v
	
	

	37
	Ijin Usaha Pemondokan
	10
	
	v
	

	38
	Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)
	10
	
	v
	

	39
	Ijin Usaha Pengelolaan Pestisida
	10
	
	
	v

	40
	Ijin Usaha Penggilingan Padi
	10
	
	
	v

	41
	Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
	10
	
	v
	

	42
	Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)
	10
	
	v
	

	43
	Persetujuan Prinsip Membangun (PPM)
	15
	
	
	v

	44
	Surat Ijin Praktik Perawat
	1
	v
	
	

	45
	Surat Ijin Praktik Perawat Gigi
	1
	v
	
	

	46
	Surat Ijin Praktik Refraksionis Optisen
	1
	v
	
	

	47
	Surat Ijin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
	1
	v
	
	

	48
	Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame (SIPR)
	7
	v
	
	

	49
	Surat Ijin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
	1
	v
	
	

	50
	Surat Ijin Praktik Apoteker
	1
	v
	
	

	51
	Surat Ijin Praktik Bidan
	1
	v
	
	

	52
	Surat Ijin Praktik Elektromedik
	1
	v
	
	

	53
	Surat Ijin Praktik Fisioterapi
	1
	v
	
	

	54
	Surat Ijin Praktik Okupasi Terapis
	1
	v
	
	

	55
	Surat Ijin Praktik Perawat Anestesi
	1
	v
	
	

	56
	Surat Ijin Praktik Perawat Gigi dan Mulut
	1
	v
	
	

	57
	Surat Ijin Praktik Tenaga Gizi
	1
	v
	
	

	58
	Surat Ijin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
	1
	v
	
	

	59
	Surat Ijin Praktik Tenaga Sanitarian
	1
	v
	
	

	60
	Surat Ijin Praktik Terapi Wicara
	1
	v
	
	

	61
	Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (MIKOL)
	10
	
	v
	

	62
	Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
	12
	
	v
	

	63
	Surat Ijin Tukang Gigi
	5
	v
	
	

	64
	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
	3
	v
	
	

	65
	Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MIKOL)
	1
	v
	
	

	66
	Tanda Daftar Gudang (TDG)
	5
	
	v
	

	67
	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	3
	v
	
	

	68
	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
	3
	v
	
	

	69
	Ijin Pembuangan Air Limbah ke Tanah
	5
	v
	
	

	70
	Surat Ijin Praktik Perekam Medis
	1
	v
	
	

	71
	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) untuk Terapis SPA
	1
	v
	
	

	72
	Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif (ST-TPKA)
	1
	v
	
	

	73
	Surat Ijin Praktik Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif (SIP-TPKA)
	1
	v
	
	

	74
	Surat Ijin Praktik Radiografer
	1
	v
	
	

	75
	Ijin Penyelenggaraan Laboratorium Kilinik Umum Pratama
	5
	v
	
	


2.2. Non Perijinan

	NO.
	NAMA IJIN
	NON PERIJINAN

	
	
	JANJI LAYANAN (HARI)
	TANPA CEK LAPANGAN
	CEK LAPANGAN

	
	
	
	
	INTERNAL
	DENGAN OPD TEKNIS

	1
	Daftar Ulang Ijin Apotek
	10
	
	v
	

	2
	Daftar Ulang Ijin Gangguan (HO)
	10
	v
	
	

	3
	Perubahan Ijin Lingkungan
	3
	v
	
	

	4
	Daftar Ulang Ijin Lokasi
	14
	
	v
	

	5
	Balik Nama Ijin Mendirikan Bangunan
	10
	
	v
	

	6
	Pemecahan Ijin Mendirikan Bangunan
	10
	
	v
	

	7
	Perubahan Fungsi Ijin Mendirikan Bangunan
	15
	
	v
	v

	8
	Revisi IMB
	10
	
	v
	

	9
	Pemutihan Ijin Mendirikan Bangunan
	
	
	
	

	10
	Daftar Ulang Ijin Mendirikan Bangunan Reklame (IMB-R)
	14
	v
	
	

	11
	Daftar Ulang Ijin Penyelenggaraan Optikal
	10
	
	v
	

	12
	Daftar Ulang Ijin Toko Obat
	10
	
	v
	

	13
	Daftar Ulang Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB)
	10
	v
	
	

	14
	Daftar Ulang Ijin Usaha Industri
	10
	v
	
	

	15
	Daftar Ulang Ijin Usaha Industri Depot Air Minum
	10
	v
	
	

	16
	Daftar Ulang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
	5
	v
	
	

	17
	Daftar Ulang Ijin Operasional Klinik
	5
	v
	
	

	18
	Daftar Ulang Ijin Mendirikan Klinik
	3
	v
	
	

	19
	Daftar Ulang Ijin Usaha Pemondokan
	5
	v
	
	

	20
	Daftar Ulang Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)
	5
	v
	
	

	21
	Daftar Ulang Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
	5
	v
	
	

	22
	Daftar Ulang Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)
	5
	v
	
	

	23
	Daftar Ulang Persetujuan Prinsip Membangun
(PPM)
	14
	
	v
	

	24
	Daftar Ulang Surat Ijin Praktik Perawat
	1
	v
	
	

	25
	Daftar Ulang Surat Ijin Praktik Perawat Gigi
	1
	v
	
	

	26
	Daftar Ulang Surat Ijin Praktek Refraksionis Optisien
	1
	v
	
	

	27
	Daftar Ulang Surat Ijin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
	1
	v
	
	

	28
	Daftar Ulang Surat Ijin Penyelenggaraan Reklame Terbatas (SIPR-T)
	10
	v
	
	

	29
	Daftar Ulang Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (MIKOL)
	5
	v
	
	

	30
	Daftar Ulang Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
	10
	v
	
	

	31
	Daftar Ulang SIUP
	3
	v
	
	

	32
	Perubahan SIUP
	3
	v
	
	

	33
	Daftar Ulang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) MIKOL
	5
	v
	
	

	34
	Daftar Ulang Tanda Daftar Gudang (TDG)
	10
	v
	
	

	35
	Daftar Ulang Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	10
	v
	
	

	36
	Perubahan TDP
	3
	v
	
	

	37
	Daftar Ulang Tanda Daftar Ulang Pariwisata (TDUP)
	3
	v
	
	

	38
	Duplikat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
	10
	
	v
	

	39
	Duplikat Balik Nama IMB
	10
	
	v
	

	40
	Duplikat Perubahan Fungsi IMB
	10
	
	v
	

	41
	Duplikat Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB)
	5
	v
	
	

	42
	Duplikat Ijin Usaha Industri
	10
	v
	
	

	43
	Duplikat Ijin Usaha Jasa Konstruksi
	5
	v
	
	

	44
	Duplikat Persetujuan Prinsip Membangun
	14
	
	v
	

	45
	Duplikat Surat Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Mikol)
	5
	v
	
	

	46
	Duplikat Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
	12
	v
	
	

	47
	Penggantian SIUP
	5
	v
	
	

	48
	Penggantian TDP
	5
	v
	
	

	49
	Legalisir Ijin Apotek
	1
	v
	
	

	50
	Legalisir Ijin Gangguan (HO)
	1
	v
	
	

	51
	Legalisir Ijin Lingkungan
	1
	v
	
	

	52
	Legalisir Ijin Lokasi
	1
	v
	
	

	53
	Legalisir Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
	1
	v
	
	

	54
	Legalisir Balik Nama IMB
	1
	v
	
	

	55
	Legalisir Pemecahan Ijin Mendirikan Bangunan
	1
	v
	
	

	56
	Legalisir Perubahan Fungsi IMB
	1
	v
	
	

	57
	Legalisir Ijin Mendirikan Bangunan Reklame(IMB-R)
	1
	v
	
	

	58
	Legalisir Ijin Penyelenggaraan Optikal
	1
	v
	
	

	59
	Legalisir Ijin Toko Obat
	1
	v
	
	

	60
	Legalisir Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah
	1
	v
	
	

	61
	Legalisir Ijin Usaha Bahan Bakar (IUBB)
	1
	v
	
	

	62
	Legalisir Ijin Usaha Industri
	1
	v
	
	

	63
	Legalisir Ijin Usaha Industri Depot Air Minum
	1
	v
	
	

	64
	Legalisir Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
	1
	v
	
	

	65
	Legalisir Ijin Penyelenggaraan Klinik
	1
	v
	
	

	66
	Legalisir Ijin Usaha Pemondokan
	1
	v
	
	

	67
	Legalisir Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)
	1
	v
	
	

	68
	Legalisir Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
	1
	v
	
	

	69
	Legalisir Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)
	1
	v
	
	

	70
	Legalisir Persetujuan Prinsip Membangun (PPM)
	1
	v
	
	

	71
	Legalisir Surat Ijin Praktik Perawat
	1
	v
	
	

	72
	Legalisir Surat Ijin Praktik Perawat Gigi
	1
	v
	
	

	73
	Legalisir Surat Ijin Praktik Refraksionis Optisen
	1
	v
	
	

	74
	Legalisir Surat Ijin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian
	1
	v
	
	

	75
	Legalisir SITU MIKOL
	1
	v
	
	

	76
	Legalisir Surat Ijin Tempat Usaha (SITU)
	1
	v
	
	

	77
	Legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
	1
	v
	
	

	78
	Legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan MIKOL
	1
	v
	
	

	79
	Legalisir Tanda Daftar Gudang (TDG)
	1
	v
	
	

	80
	Legalisir Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
	1
	v
	
	

	81
	Legalisir TDUP
	1
	v
	
	

	82
	Legalisir Ijin Penggunaan Bangunan (IPB)
	1
	v
	
	

	83
	Penutupan Ijin Apotek
	5
	v
	
	

	84
	Penutupan Ijin Toko Obat
	3
	v
	
	

	85
	Penutupan Ijin Usaha Bahan Bakar
	5
	v
	
	

	86
	Penutupan Ijin Usaha Industri
	5
	v
	
	

	87
	Penutupan Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
	5
	v
	
	

	88
	Penutupan SIUP
	5
	v
	
	

	89
	Penghapusan TDP
	5
	v
	
	

	90
	Surat Persetujuan Pindah Domisili
	5
	v
	
	


3. DASAR HUKUM

3.1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan
3.2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit

3.3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini

3.4. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1424/MENKES/SK/XI/2002 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal

3.5. Peraturan Menteri Kesehatan 1076 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
3.6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 20/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan

3.7. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2014 Tentang Ijin Klinik

3.8. Peraturan Menteri Kesehatan No. 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No.889 /MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
3.9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan

3.10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis

3.11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi

3.12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi

3.13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014, Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan tukang Gigi
3.14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

3.15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer

3.16. Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

3.17. Peraturan Walikota Denpasar No. 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan

3.18. Peraturan Walikota Denpasar No. 22 tahun 2012 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi
3.19. Peraturan Walikota Denpasar No.3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame di Kota Denpasar
3.20. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Retribusi Ijin Usaha Perikanan

3.21. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2015 tentang Ijin Usah Pemondokan

3.22. Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 6 Tahun 2001 tentang Ijin Bangun – Bangunan

3.23. Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 10 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar

3.24. Keputusan Wali Kota Denpasar No. 394 Tahun 2000 tentang Ijin Lokasi

3.25. Keputusan Walikota Denpasar No. 118.45/568/HK/2014 Tentang Penetapan Pola Penyebaran Peletakan Reklame dan Peletakan Titik Reklame di Kota Denpasar

3.26. Peraturan Wali Kota Denpasar No. 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Dokumen Linkungan dan Ijin Lingkungan

3.27. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar No. 108 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
4. DEFINISI

4.1. Berdasarkan Bab IV Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan disebutkan bahwa tata cara permohonan ijin mencakup:
a. Permohonan ijin secara parsial

b. Permohonan ijin secara paralel

4.2. Mengacu pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2017, permohonan ijin secara paralel adalah permohonan ijin lebih dari 1 (satu) ijin yang diproses secara bersamaan.

4.3. Dalam rangka pelaksanaan permohonan ijin secara paralel , maka diatur sebagai berikut:

a. Persyaratan dalam permohonan ijin secara paralel mengacu pada persyaratan yang ada pada permohonan ijin secara parsial, namun untuk persyaratan yang sama pada ijin sebelumnya tidak dibutuhkan kembali pada perijinan selanjutnya (tidak ada duplikasi persyaratan).

b. Waktu pemrosesan permohonan ijin secara paralel adalah waktu terlama yang dibutuhkan dalam pemrosesan ijin secara parsial yang termasuk dalam permohonan ijin secara paralel.

c. 
Prosedur pemrosesan permohonan ijin secara paralel adalah prosedur yang paling kompleks dalam pemrosesan ijin secara parsial yang termasuk dalam permohonan ijin secara paralel.

4.4. Permohonan IMB sebagai ijin dasar tidak dapat dimohonkan secara paralel dengan ijin operasional, kecuali untuk IMBR dengan SIPR. Permohonan IMB dapat diajukan secara paralel dengan Persetujuan Prinsip Membangun (PPM) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.5. Janji layanan perijinan dan non perijinan dihitung mulai dari penerimaan berkas permohonan di CSO sampai dengan penandatanganan Sertifikat Ijin.
4.6. Rincian waktu penyelesaian perijinan dan non perijinan di setiap tahapan proses adalah sebagai berikut:

	No.
	Tahapan
	Janji Layanan (Hari)

	
	
	1
	3
	5
	7
	10
	12
	14

	1
	Staf Seksi A/B/C (1/2/3) mencatat berkas yang masuk, memeriksa kelengkapan berkas dan mengupdate berkas permohonan kedalam sistem perijinan ataupun SPIPISE.
Jika permohonan sudah lengkap dan benar, akan dicetak Lembar Kendali, Catatan Proses, Sertifikat Ijin, SKRD, Surat Pemberitahuan Pembayaran, Rincian Retribusi, Kwitansi, SKM dan Lampiran Ijin. 
Jika permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar, akan dibuatkan surat penolakan.
	0,75
	0,75
	1,75
	3,75
	5,75
	6,75
	9

	2
	Kepala Seksi A/B/C (1/2/3) mengidentifikasi dan memverivikasi berkas permohonan serta membubuhkan paraf pada sertifikat Ijin (dan gambar bagi permohonan dengan lampiran gambar) bagi ijin yang akan diterbitkan, atau membubuhkan paraf surat penolakan untuk permohonan yang direkomendasikan untuk ditolak serta menuliskan hasil pada lembar kendali dan SIM.
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Kepala Bidang A/B/C memeriksa hasil kerja Kepala Seksi A/B/C (1/2/3). 
Untuk izin tanpa delegasi, kepala bidang membubuhkan paraf pada sertifikat ijin (dan tanda tangan gambar untuk permohonan dengan lampiran gambar) untuk permohonan yang disetujui diterbitkan dan membubuhkan paraf pada surat penolakan untuk permohonan yang ditolak, dan kemudian diserahkan ke Sekretaris.
Untuk izin dengan delegasi, kepala bidang membubuhkan tanda tangan pada sertifikat ijin (dan tanda tangan gambar untuk permohonan dengan lampiran gambar) untuk permohonan yang disetujui diterbitkan dan membubuhkan tanda tangan pada surat penolakan untuk permohonan yang ditolak, serta menuliskan hasil pada lembar kendali dan SIM, dan kemudian diserahkan ke Sub Bagian Umum.
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Seluruh berkas permohonan disampaikan kepada sekretaris untuk mohon paraf sertifikat ijin dan tanda tangan SKRD serta Surat Pemberitahuan Pembayaran serta menuliskan hasil pada lembar kendali dan SIM.
	
	1
	1
	1
	2
	2
	2

	5
	Seluruh berkas perijinan diajukan kepada Kepala Dinas untuk disetujui dan ditandatangani (sertifikasi ijin atau surat penolakan). Unutk ijin yang telah disetujui dan ditandangani disampaikan ke Sub Bagian Umum. 
Untuk ijin yang tidak disetujui kembali ke Kepala Bidang, untuk diproses lebih lanjut berdasarkan arahan pimpinan. 
Kepala Dinas menuangkan catatan pada lembar kendali serta SIM.
	
	1
	2
	2
	3
	3
	3

	6
	Seluruh berkas perijinan  diserahkan kepada Sub Bagian Umum untuk Penyampaian Surat Pemberitahuan Pengambilan Ijin ataupun Surat Penolakan kepada Pemohon.
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Jumlah
	0,75
	2,75
	4,75
	6,75
	10,75
	11,75
	14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	CSO
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25

	 
	Total
	1
	3
	5
	7
	11
	12
	14,25


5. KETERKAITAN

5.1. SOP Pemberian Informasi Permohonan Perijinan
5.2. SOP Surat Menyurat
6. PERINGATAN

6.1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh aktivitas yang telah ditetapkan.
6.2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku dari SOP ini, dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana.
6.3. Apabila SOP ini tidak dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, maka akan berpengaruh pada jumlah investor yang akan menanamkan modal di Kota Denpasar.
7. KUALIFIKASI PELAKSANA

7.1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perijinan, serta peraturan perundang-undangan lain sesuai bidang tugasnya

7.2. Mampu mengoperasikan komputer

7.3. Memahami tata naskah dinas mengenai persuratan
8. PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

8.1. Ruang Kerja

8.2. Meja



8.3. Kursi

8.4. Tempat Arsip/Almari

8.5. SIM Perijinan

8.6. Komputer

8.7. Printer

8.8. ATK
9. URAIAN PROSEDUR

9.1. Staf Seksi A/B/C (1/2/3) mencatat berkas yang masuk, memeriksa kelengkapan berkas dan mengupdate Berkas Permohonan kedalam sistem perijinan ataupun SPIPISE.

· Jika permohonan sudah lengkap dan benar, akan dicetak Lembar Kendali, Catatan Proses, Sertifikat Ijin, SKRD, Surat Pemberitahuan Pembayaran, Rincian Retribusi, Kwitansi, Kuisioner SKM dan Lampiran Ijin. 

· Jika permohonan tidak lengkap dan/atau tidak benar, akan dibuatkan Surat Penolakan.
9.2. Kepala Seksi A/B/C (1/2/3) mengidentifikasi dan memverivikasi Berkas Permohonan serta membubuhkan paraf pada Sertifikat Ijin (dan gambar bagi permohonan dengan lampiran gambar) bagi ijin yang akan diterbitkan, atau membubuhkan paraf Surat Penolakan untuk permohonan yang direkomendasikan untuk ditolak serta menuliskan hasil pada Lembar Kendali dan SIM.
9.3. Kepala Bidang A/B/C memeriksa hasil kerja Kepala Seksi A/B/C (1/2/3). 

· Untuk izin tanpa delegasi, kepala bidang membubuhkan paraf pada Sertifikat Ijin (dan tanda tangan gambar untuk permohonan dengan lampiran gambar) untuk permohonan yang disetujui diterbitkan dan membubuhkan paraf pada Surat Penolakan untuk permohonan yang ditolak, dan kemudian diserahkan kepada Sekretaris.
· Untuk izin dengan delegasi, kepala bidang membubuhkan tanda tangan pada Sertifikat Ijin (dan tanda tangan gambar untuk permohonan dengan lampiran gambar) untuk permohonan yang disetujui diterbitkan dan membubuhkan tanda tangan pada Surat Penolakan untuk permohonan yang ditolak, serta menuliskan hasil pada Lembar Kendali dan SIM, dan kemudian diserahkan ke Sub Bagian Umum.
9.4. Seluruh Berkas Permohonan disampaikan kepada Sekretaris untuk mohon paraf Sertifikat Ijin dan tanda tangan SKRD serta Surat Pemberitahuan Pembayaran serta menuliskan hasil pada Lembar Kendali dan SIM.
9.5. Seluruh berkas perijinan diajukan kepada Kepala Dinas untuk disetujui dan ditandatangani (sertifikasi ijin atau Surat Penolakan).
· Untuk ijin yang telah disetujui dan ditandangani disampaikan ke Sub Bagian Umum.

· Untuk ijin yang tidak disetujui kembali ke Kepala Bidang, untuk diproses lebih lanjut berdasarkan arahan pimpinan. Kepala Dinas menuangkan catatan pada Lembar Kendali serta SIM.
9.6. Seluruh berkas perijinan  diserahkan kepada Sub Bagian Umum untuk Penyampaian Surat Pemberitahuan Pengambilan Ijin ataupun Surat Penolakan kepada Pemohon.
10. PENCATATAN DAN PENDATAAN
10.1. Berkas Permohonan

10.2. Buku Penerimaan Berkas
10.3. Surat Penolakan

10.4. Bukti Pembayaran

10.5. Berita Acara Pemeriksaan

10.6. Lembar Kendali

10.7. Catatan Proses

10.8. Sertifikat Ijin

10.9. Buku Register

10.10. SKRD

10.11. Surat Pemberitahuan Pembayaran
10.12. Kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
10.13. Kwitansi
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